L.

BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 42
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2)
dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran

anggaran antar obyek dan/atau antar rincian obyek
belanja dilakukan melalui perubahan Perkada
tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tentang Perubahan ke empat Atas
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il dalam

Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur




(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tafnbahan Lembaran Negﬁra Republik
Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 3§, Tambahah‘
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat.};'

dan Pemerintah Daerah: (Lembaran Negara Repubhkl_‘:‘;, ety
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan .

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: "‘(Ler'ribéu"éri
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Repubﬁk lndo’hésia'
Nomor 5049}; ‘ L

Undang-Undang: Nomor 23 Tahun 2014 “tentaﬁg
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9”}:Tahunx 2015
tentang Perubahan: Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 -

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk‘

Indonesia Nomor 5679);




10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan |
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran‘ Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Repubhk \

Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor &5 ’I‘ahun' "”'2005’

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara

Repubhk Indonesia Tahun 2005 “Nomor 137
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara .

Republik Indonesia Tahun 2009 . Nomor .18;.’*‘

Tambahan Lembaran Negara Republik ‘Indoﬁesi‘éfm‘ .
Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa"
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 1 |
Tahun - 2018 tentang Perubahana e;Kedua “Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahﬁn3~2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 . Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Repgbiik »“Indoriésli‘a,t

Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pelaksanaan  Tugas dan

Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur S




Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

201 1 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2010 tentangl Tata Cara
Pélaksanaan Tugas dan Wewenang sei'ta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakll Pemermtah di
Wllayah Provinsi (Lembaran Negara Repubhk
Indonesxa Tahun 2011 Nomor| 44 Tambahan
Lembaran Negara Republik: Indonesm Nomor 5209};
Peraturan Pemerintah Nomor 71 :’I‘ahun 2010
tentang - Standar  Akuntansi’ E»‘;?Pemerintahlan‘ -
(Lembaran ‘Negara Repubhk Indonesm Tahun 2010: ot
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repubhk'
indonesia Nomor 5165); e

1 ¥ :
Peraturan Pemerintah Nomor 12 "I‘ahun “20‘_

‘ tentang Pembmaan =

I {.‘
i

'-‘Pengawasan ;
Penyelenggaraan Pemermtah Daerah"‘ (Lembaran"
Negara Republik ' Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
’I‘ambahan Lembaran . Negara Repubhk Indonesxa,
Nomor 6041); ‘1 1 Pl
Peraturan .Pemerintah Nomor 18 ’I‘ahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Admmlstratlf lepman‘
dan Anggota Dewan Perwakilan Ra]1kyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017{3"

ol

Nomor 106, Tambahan LeT\baran Ne ara Repubhk;n

Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 ’I‘ahun 2019».,, :
tentang Pengelolaan Keuangan Daer h. (Lembaran,’ .
Negara Republik Indonesia Tahun 20*19 Nomor 42, .
Tambahan Lembaran. Negara Repu hk Indones:a"

Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam- Negen Nomor 52 Tahunra

2012 ' tentang Pedoman! ‘Pengelolaan ‘Investasi - “




19.

20.

21.

22.

23.

I?cmeﬁntah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); |

Pératuran Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2 017 tentang  Pengelompokan i(emampuan
Keuangan Daerah ser:ta Pelaksanaan dah
Pertanggung]awaban Dana Operasmnal {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun . 2017 Nomor
1067L ‘
Peraturan Menteri Dalam .Negerl Nomor 36 Tahun

2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan

L
Laporan Pertanggung]awaban Penggunaan Bantuan

f{euangan Partai Politik (Benta Negara Repubhk“‘ o

Indonesxa Tahun 2018 Nomor 630),. sebagalmana e

telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam
Negen Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan

gtas Peraturan Menteri Dalam Negem Nomor_i

1 -
_‘ Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghltungan e

Penganggaran -dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib’ Adm1mstras1 Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggunglawaban,‘j
Penggunaan Bantuan Keuangan Parta1 Pohtxk

(Benta ‘Negara Repubhk IrldoneSIa . Tahun 2020 :

Nomor 1777),

Peraturan Menteri Dalam Nclegen Nomor 70 ’I‘ahun

2019 tentang Sistem Informasi Pemermtahan,

Daerah (Berlta Negara Rept‘xbhk Indonesm Tahun.

2019 Nomor 1114); é 1

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 90 Tahun
2019 tentang Kla51ﬁka31, KOdeﬁkas,1, dénj. S

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan“

Keuangan Daerah (Berita Negara Republxk Indonesm‘ o
Tahun 2019 Nomor 1447); g R

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 77 Tahun 5

2020 tentang Pedoman
| |

i
m | C i




.26, Peraturan Daerah Nomor 01 ’I‘ahun ‘2016 tentang

Keuangan (Berita Negara Rlepublik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781); .

24, Pératuran Menteri Dalam Negeri Nombr ‘9 Tahun
2021 tentang Tata Cara Evaluési Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Anggaran‘iPendapatan‘ -

dén Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah ; -

Téntang Perubahan Anggaran Peﬁdépatan' dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala»'»-_:{
Daerah Tentang Penjabaran. Anggaran Pendapatan‘{,{@
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peratura.nia’;‘

Kepala Daerah Tentang: Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Bentaii; ‘

Negara Republik Indonesia: Tahun 2021 Nomor 431);

25. Peraturan Menteri Dalam |Negeri Nomor 27 Tahun

2021 tentang Pedoman ! Penyusunan Anggaran‘

Pendapatan dan Belanja Daerah ’I‘ahun Anggaran' ;
2022 (Berita Negara Republik Indonesxa Tahun 2021
Nomor 926);

Pokok-Pokok Pengelolaan ’ Keuangan " Daerah. ‘

(Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016:
Nomor 01). W

o
A

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG: PERUBAHAN KEEMPATET;;
A’I‘AS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMORv 42 TAHUN;?{
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPA’I‘AN{ :

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
b

SIS Pasal 1
Ketentuan dalam Peraturan: Bupatl Dor]npul Nomor 42%-,"';
’I‘ahun 2021 ‘tentang Penjabaran. Anggaran Pendapatan;f G
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dllakukanil’}
perubahan dalam Pasal 20 pada Lampxran l II dan III"‘
sebagaxmana tercantum dalam Lampn'an{ I Lo dan II
yang merupakan bagian isa

_Peraturan Bupati ini.




Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan :
pengundangan Peraturan Bupém' dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu :
Pada tanggal 25 Mei 2022 A

BUPATI DOMPU,

Pada tanggal 2¢ Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

Rase

Gmm q.,-»; AWAN P PUTRA
RAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022 NOMOR, 755

(b3 i 4 A




